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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

SDGs atau agenda kelanjutan ialah proposal pembangunan PBB ialah 

kelanjutan (MDGs). Tujuan Proposal untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi 

negara-negara di dunia, seperti kemiskinan dan masalah lainnya. Tujuan SDGs 

setelah menyelesaikan 15 tahun pembangunan global "(MDGs)". PBB anggotanya 

yaitu negara-negara yang ada di dunia mengakui  pencapaian 15 tahun terakhir 

karena berbagai kesulitan dan tantangan, banyak yang belum tercapai untuk 

menyelesaikan tujuan pembangunan global yang ingin dicapai. Salah satu tujuan 

yang ingin diselesaikan SDGs menekankan pada peningkatan pertumbuhan 

ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. 

  Indonesia merupakan negara berkembang dan tentunya memiliki biaya 

yang sangat tinggi untuk berkembang. Pembangunan adalah tindakan yang selalu 

melakukan perbaikan agar  dapat mencapai tujuan. Tujuannya yaitu meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat guna memaksimalkan kenyamanan dalam bermasyarakat 

sehingga aktivitas kita dapat dilakukan dengan nyaman. Pembangunan ekonomi 

adalah perkembangan meningkatkan kesejahteraan, mengurangi kemiskinan dan 

mengurangi ketimpangan pendapatan. Pencapaian tujuan-tujuan ini memerlukan 

penggunaan semua kemampuan guna menumbuhkan pertumbuhan secara 

keseluruhan. 

Meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata dengan 

mengembangkan sistem  hubungan pusat dan masyarakat. Untuk mendamaikan 

Pembangunan menyeluruh, lahirlah UU Otonomi Daerah memberdayakan 



2 

 

 

pemerintah secara langsung serta lebih leluasa mengelola, menemukan kemampuan 

yang dimilikinya.  

Desentralisasi ialah memberi kekuasaan dari pemerintah pusat kepada 

pemerintah daerah dimulai dari kebijakan, perencanaan, pelaksanaan dan 

pendanaan dalam rangka demokrasi. Otonomi daerah, di sisi lain, adalah 

kewenangan daerah  yang mengelola anggarannya sendiri dalam kerangka 

desentralisasi (E. Sopbaba et al., 2012).  Agar dapat merespon dengan cepat 

tuntutan dan permasalahan yang muncul di masyarakat. Potensi  daya yang ada di 

daerahnya dan menjadi lebih berdaya memperhatikan keragaman (Chasanah & 

Muchsin, 2020). 

Pemerintah daerah melaksanakan otonomi daerah memiliki kreativitas 

untuk  pendapatan mendanai belanja yang unik. Setiap daerah memiliki serta 

mengendalikan anggarannya pemerintah. Pemerintah mengontrol memungut pajak 

(Adelin & Pudehokang, 2011). Surcharge ialah memberikan potensi dan masukan 

terbesar bagi keuangan daerah. Salah satu sumber pendapatan negara adalah royalti. 

Tidak seperti pajak, perpajakan umumnya  secara langsung terkait dengan quid 

proquares. Artinya, pajak akan dibayar langsung dari pembalasan yang dibayarkan 

di Darwin 2010: 165 (Brotodiharjo, 1993: 7).  

Retribusi adalah pelayanan khusus secara individu karena adanya negara 

dari penduduknya (Siahaan, 2010). Pengertian Pemungutan Pajak Pemungutan 

pajak adalah pemungutan pajak yang memperhitungkan pemberian pelayanan 

(Lestari et al., 2015). Pajak ialah sumber pendapatan daerah atas pelayanan dan izin 

yang diberikan kepada masyarakat oleh pemerintah daerah. Pajak daerah pada 

dasarnya dikelola secara mandiri oleh masing-masing daerah misalnya pajak atas 

jasa angkutan laut, sungai, dan lintas di Palembang.  
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 Palembang terkenal dengan salah satu simbolnya, Sungai Musi. Sungai 

Musi merupakan sungai yang banyak dilalui kapal-kapal yang tunduk pada 

kewajiban yang termasuk dalam retribusi merupakan pendukung yang mendorong 

perkembangan Kota Palembang yang berperan penting dalam pelayanan 

transportasi. Salah satu daerah pelayanan transportasi di  Palembang adalah daerah 

pelayanan transportasi laut, sungai dan penyebrangan.  

Jasa angkutan laut, sungai dan penyeberangan, yaitu pengangkutan 

menggunakan kapal sungai, penyebrangan serta laut untuk membawa hewan atau 

barang serta penumpang. Besarnya tarif  Retribusi ASDP adalah salah satu yang 

terkait dengan tiket masuk  penumpang,  dan pengiriman dan pengambilan 

berdasarkan Peraturan Daerah  17 Tahun 2011 adalah Rp 2.500,- dewasa per orang 

sekali masuk, Rp 1.500,- untuk anak per orang sekali masuk.  Tahun 2018-2020 

memiliki data mengenai pengaruh Retribusi ASDP pada Pendapatan Asli Daerah di 

Kota Palembang. Target Retribusi ASDP pada tahun 2018-2020 yaitu: 

Tabel 1 

Data Target dan Realisasi Penerimaan Retribusi Jasa Angkutan Laut, Sungai 

dan Penyeberangan pada Dinas Perhubungan Kota Palembang Tahun 2018-

2020 

Tahun Target Realisasi % 

2018 Rp. 37.685.248.010,13,- Rp. 4.265.970.074,7,- 11,32 

2019 Rp. 37.685.000.000,- Rp. 5.241.983.500,- 13,91 

2020 Rp. 5.000.000.000,- Rp. 4.585.363.276,- 91,71 

Sumber : Laporan Tahunan Tahun 2020 Dinas Perhubungan Kota Palembang 

 

Retribusi Jasa Angkutan Laut, Sungai dan Penyebrangan, terlihat 

konsistensi peningkatan kinerja pengelolaan PAD untuk Retribusi Jasa Laut dan 

ASDP dari Tahun 2018 s.d, 2020 Secara keseluruhan, persentase capaian kinerja 

tahun 2020 sebesar 113,24% mengalami kenaikan terlilhat dari persentase 

dibanding tahun 2019 sebesar 26,73% dan tahun 2018 sebesar 25,11%. Namun 

secara nominal, terdapat penurunan pada Tahun 2020 sebesar Rp.12.139.466.166,- 
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dibanding tahun 2019 Rp.14.782.236.022 di karenakan pada tahun 2020 terjadi 

pengurangan target. 

Tabel 2 

Data Realisasi dan Capaian Kinerja Pengelolaan Retribusi Jasa 

Angkutan Laut, Sungai dan Penyeberangan pada Dinas Perhubungan Kota 

Palembang Tahun 2020 

 

No

. 
Uraian 

Tahun 2020 

Target Realisasi ( % ) 

1 2 3 4 5 

1. UPTD. Tangga Buntung 

5.000.000.000 

23.045.000,- 

91,71 

2. UPTD. Dermaga 16 Ilir 126.895.000,- 

3. UPTD. Dermaga Sei Lais 52.940.000,- 

4. UPTD. Dermaga Jakabaring 19.088.000,- 

5. UPTD. Pelabuhan 35 Ilir 5.240.000,- 

6. UPTD. 7 Ulu - 

7. Sertifikat Pengujian Kendaraan 

diatas Air 

4.001.000,- 

8. Sewa Kapal 5.550.000,- 

9. Setoran PT.Pelindo II (PH.III) 1.350.000,- 

10 Sewa Lahan/ Ruangan 4.328.731.776 

11. Sewa Perairan Pelabuhan 12.505.000,- 

 JUMLAH 5.000.000.000 4.585.363.276 91,71 

Sumber : Laporan Tahunan Tahun 2020 Dinas Perhubungan Kota Palembang 

 

Memperhatikan Tabel Realisasi dan Capaian Kinerja Pengelolaan Retribusi 

Jasa ASDP, bahwa realisasi retribusi Jasa ASDP mencapail angka 91,71% dari 

target yang ditetapkan untuk Tahun 2020. Angka persentase kinerja ini 

menunjukkan bahwa capaian kinerja pengelolaan retribusi Jasa ASDP masih 

kurang 8,29% target yang ditetapkan. 

Tabel 3  

Prasarana Angkutan Sungai bidang Angkutan Laut, Sungai dan 

Penyebrangan pada Dinas Perhubungan Kota Palembang Tahun 2020 

 

Prasarana Angkutan Sungai 

1.  Dermaga Sungai 

Lais 

6. Dermaga Kampung 

Kapiten 

11. Dermaga Mesjid 

KI Merogan 

2. Dermaga 16 Ilir 7. Dermaga Ampera 7 

Ulu 

12. Dermaga 

Jakabaring 

3. Dermaga Benteng 

Kuto Besak 

8. Dermaga Sekanak 13. Dermaga 

Pertamina Ogan 

Plaju 
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4. Dermaga Ampera 16 

Ilir 

9. Dermaga 10 Ulu 14. Dermaga 

Pertamina Bagus 

Kuning 5. Dermaga Mesjid 

Lawang Kidul 

10. Dermaga Tangga 

Buntung 

Sumber: Dishub Dalam Angka 2020 

 

UPTD Dermaga ditunjuk guna melakukan retribusi ini sesuai dengan 

peraturan yang berlaku. UPTD Dermaga memiliki tugas ialah melakukan aktivitas 

operasi Dermaga, bina pengguna jasa, atur waktu berangkat kapal, pantau biaya 

kapal, laksanakan pengambilan biaya retribusi. Adapun permasalahan dan kendala 

yang menyebabkan tidak tercapainya target retribusi Jasa laut dan ASDP 

diantaranya sebagai berikut, belum ada dasar hukum yang kuat untuk pemungutan 

retribusi jasa rambu dan pengawalan tongkang batubara, Perwali No.35 Tahun 

2017 tanggal 20 Juli 2017 tentang jasa rambu dan wajib pengawalan bagi kapal/ 

tongkang yang melintas di kawasan Sungai Musi belum cukup kuat untuk 

memungut retribusi Rp.4.000,-/ton dengan target 35 Milyar, dan sudah diusulkan 

Revisi Peraturan Daerah Kota Palembang No. 14 Tahun 2011 masih dalam 

pembahasan banleg VII DPRD Kota Palembang.  

Berdasarkan permasalahan di atas, maka harapannya skripsi ini dapat 

membantu dan menjadi referensi bagi semuanya untuk meningkatkan penerimaan 

retribusi daerah. Menyadari betapa pentingnya implementasi retribusi jasa angkutan 

laut, sungai dan penyebrangan maka penulis tertarik untuk memilih judul 

“Implementasi Kebijakan Retribusi Jasa Jasa Angkutan Laut, Sungai dan 

Penyebrangan di Dinas Perhubungan Kota Palembang”. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan permasalahan di atas, untuk itu permasalahan yang dapat 

diambil ialah “Bagaimana Implementasi Kebijakan Retribusi Jasa Angkutan Laut, 

Sungai dan Penyebrangan di Dinas Perhubungan Kota Palembang ?”. 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan di atas, untuk itu tujuan ialah untuk menganalisis 

Implementasi Kebijakan Retribusi Jasa  Angkutan Laut, Sungai dan Penyebrangan 

di Dinas Perhubungan Kota Palembang. 

 

D. Manfaat Penelitian  

1. Manfaat Teoritis 

Berdasarkan permasalahan di atas, hasil ini harapannya dapat membantu 

dan memberi wawasan untuk ilmu administrasi negara, terutama konsentrasi 

kebijakan publik.  

2. Manfaat Praktis 

Berdasarkan permasalahan di atas, hasil ini harapannya memberikan 

sumbangan saran untuk masyarakat khususnya Dinas Perhubungan Kota 

Palembang.
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